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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XX/2022 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

29 SEPTEMBER 2022

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, pukul 16.29 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU 35/2014)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 83/PUU-
XX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 13/PUU-XX/2021,
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian UU 35/2014 dalam perkara Nomor 83/PUU-
XX/2022 diajukan oleh Leonardo Siahaan, untuk sselanjutnya disebut sebagai
Pemohon.

PASAL/AYAT UU 35/2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal
39 ayat (3) UU 35/2014 yang berketentuan sebagai berikut:
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“Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon
Anak Angkat”

. BATU U]JI

Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 Kkarena dinilai telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian UU 35/2014 dalam permohonan a quo, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] ... Bahwa pembentukan UU 35/2014 tidak dapat dilepaskan dari tujuan
negara sebagaimana dimaktubkan dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain,
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan terhadap segenap
masyarakat Indonesia harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif
bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali, termasuk anak. Dalam hal ini,
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”. Oleh karenanya, negara berkewajiban menjamin dan
melindungi hak-hak anak [vide Konsideran Menimbang huruf a dan huruf b UU
35/2014]. Bahwa anak, di samping merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya yang nantinya akan menjadi tunas, potensi, dan generasi muda
penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta
mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa
dan negara. Dalam kaitan inilah, anak perlu memperoleh kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental
maupun sosial, dan berakhlak mulia. Dalam pemenuhan hak-hak anak tidak
diperbolehkan adanya perlakuan yang diskriminatif. Hal ini sejalan dengan
pengertian “Perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [vide Pasal 1
angka 2 UU 35/2014]. Oleh karena itu, setiap anak selama dalam pengasuhan
orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
diskriminasi;eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran;
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah
lainnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XV/2017]. Dalam
kaitan dengan perlindungan anak, Indonesia sebagai negara pihak (state party)
dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)



telah meratifikasi Konvensi dimaksud dengan Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak-Hak Anak).

[3.12.1] Bahwa untuk memahami secara komprehensif esensi norma Pasal 39
ayat (3) UU 35/2014 tidaklah dapat dibaca berdiri sendiri tetapi harus dikaitkan
dengan ayat-ayat lainnya di mana secara lengkap Pasal 39 UU 35/2014 a quo
menyatakan:

(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk Kkepentingan yang
terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua
kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan
dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh
calon Anak Angkat.

(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan
sebagai upaya terakhir.

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat
Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan
agama mayoritas penduduk setempat.

Pada pokoknya UU 35/2014 menghendaki pengangkatan anak hanya dapat
dilakukan jika hal tersebut sejalan dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi
anak”. Artinya, dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan
oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka
kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama [vide
Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (UU 23/2002)]. Bahkan, kepentingan terbaik bagi anak tersebut dilakukan
tanpa meninggalkan adat kebiasaan setempat. Hal demikian dimaksudkan agar
hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dapat tetap dijamin dan dilindungi.
Sekalipun, anak diangkat oleh orang tua angkat yang telah memenuhi persyaratan
namun pengangkatan tersebut tidak pula boleh menghilangkan atau memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Sebab,
anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan



keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
[vide Pasal 1 angka 9 UU 35/2014].

[3.12.2] Bahwa Kketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 merupakan
pengejawantahan nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat disandingkan begitu saja
dengan negara lain yang sekuler sebagaimana dalil Pemohon. Dalam hal ini,
pengangkatan anak yang merupakan bagian dari pengaturan perlindungan anak
bertujuan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka
mewujudkan  Kkesejahteraan anak dan  perlindungan anak, yang
dilaksanakanberdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam menerapkan hak asasi manusia
tidak hanya dilihat secara universalitas tetapi juga harus melihat karakteristik
yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Meskipun hak asasi
manusiaditerima oleh semua negara sebagai sesuatu yang universal, namun
pelaksanaan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia mempertimbangkan
pula kekhususan-kekhususan baik yang timbul pada tingkat nasional, regional
maupun yang timbul Kkarena faktor-faktor sejarah, budaya, dan agama
(partikularitas). Oleh karenanya, hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan
penegakan hak asasi manusia di setiap negara dapat berbeda-beda disesuaikan
dengan kondisi sosio-kultural, termasuk agama, dan juga sistem hukum negara
yang bersangkutan sebagai esensi dari prinsip partikularitas. Dalam kaitan ini,
pengaturan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 bukan untuk mengekang hak asasi
manusia yang satu dengan mengabaikan hak yang lainnya. Ketentuan norma
Pasal a quo pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai filosofis-ideologis
bangsa Indonesia, yaitu Pancasila karena Negara Indonesia berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara
tersebut tercermin dari adanya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip negara hukum
Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum
yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama,
serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara,
bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (separation
of state and religion), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip
individualisme maupun prinsip komunalisme (vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009). Dengan demikian, pengaturan calon orang
tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama calon orang tua
angkat tetapi justru melindungi kepentingan agama masing-masing pihak, in casu
calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Dalam kaitan ini, UU 35/2014 juga
menyatakan jika hak asal usul anak tidak diketahui maka agama anak
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Maksudnya, untuk
anak yang belum berakal dan belum mampu bertanggung jawab maka
penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat
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desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian
mendalam dan sungguh-sungguh [vide Pasal 39 ayat (5) dan Penjelasannya UU
35/2014].

[3.12.3] Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama
norma Pasal 39 UU 35/2014 telah terang adanya ketentuan calon orang tua
angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat [vide
Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014] yang saat ini sedang dipersoalkan oleh Pemohon
merupakan norma yang sesungguhnya telah dirumuskan sejak awal mula
dibentuknya UU 23/2002 dan tetap dipertahankan dalam undang-undang
perubahannya (UU 35/2014). Norma Pasal a quo, menurut Mahkamah sama
sekali tidak menghalangi, menghambat, atau membatasi hak orang untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan
Pemohon. Keberadaan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 justru merupakan
pengejawantahan Kkepentingan terbaik bagi anak. Demikian pula, menurut
Mahkamah Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 juga tidak menghalangi hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kkepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Sebaliknya, norma Pasal a quo justru merupakan bagian dari
upaya negara untuk melindungi dan memastikan agar anak mendapatkan hak-
haknya dan demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan yang
hendak diwujudkan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak
terdapat pertentangan norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 dengan Pasal 28B
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Sedangkan, terhadap hal-hal lain
tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu
harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah
akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam
permohonan pengujian norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 terhadap UUD 1945
sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan
alat bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat Pemohon benar adalah
perorangan Warga Negara Indonesia yang belum menikah [vide bukti P-1], yang
memiliki hak-hak sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan menganggap hak-hak
konstitusional tersebut terabaikan karena berlakunya norma Pasal 39 ayat (3)
UU 35/2014, sehingga menghalangi Pemohon untuk mengangkat anak sebab
diharuskan anak yang diangkat seagama dengan orang tua yang mengangkatnya.
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Bahwa Pemohon dalam menguraikan anggapan Kkerugian hak

konstitusionalnya telah ternyata tidak mengaitkan dengan persyaratan yang
harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sebelum melakukan pengangkatan
anak sebagaimana diatur dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sehingga Pemohon tidak dapat menjelaskan kepada Mahkamah bahwa Pemohon
telah memenuhi keseluruhan persyaratan calon orang tua angkat yang bersifat
kumulatif sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.12.1]. MesKkipun
persyaratan tersebut diatur dalam peraturan pelaksana, namun peraturan
tersebut tidak dapat dipisahkan dari UU a quo [vide UU 23/2002 dan UU
35/2014]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat
menjelaskan anggapan Kkerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat
aktual, spesifik atau setidak-tidaknya potensial serta adanya hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon
dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian,
menurut Mahkamah, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo.
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan. Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014,
quod non, telah ternyata dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.

AMAR PUTUSAN
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima..

. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 83/PUU-XX/2022 yang
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap
pengujian UU 35/2014 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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